BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR'2 TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

Menimbang

« &

PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH BUMBU,

bahwa Perempuan dan Anak berhak mendapatkan
perlindungan dari penyiksaan, ancaman, tekanan, seria
berhak mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama
untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan hidup
sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa Pemberdayaan Perempuan dan melindungi hak-hak

Anak menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dan Masvarakat
di Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan
huruf H Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampiran
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang
menyelenggarakan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3143);



5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi  Mengenai  Penghapusan Segala  Bentuk
Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elemination
of All Forms of Discrimination Againts Women) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3277); -

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I
Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6842);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



8. Undang-Undang Nomor & Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 587 1);
0, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6887);

10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan
Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Dacrah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2021 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak
Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Nomor 126);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

dan
BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintah  Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan Daerah otonom.




k

10.

Il.

12.

13.

14.

15.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati Adals

Bupati Kabupaten Tanah Bumbu. y
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu.

Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DF"RDT
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk memperoleh
akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik,
sosial, budaya, agar Perempuan dapat mengatur diri dan
meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan
berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga
mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun
untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan Perempuan.

Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin
Perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai
Perempuan.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah Anak
yang berkonllik dengan hukum Anak yang menjadi korban
tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman

untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum.

Pf,-rli'ndungan Perempuan adalah segala upaya yang
ditujukan untuk melindungi Perempuan dan memberikan
rasa aman dala:_n pemenuhan  hak-haknya dengan
uien}benkan perhatian yang konsisten dan sistematis yang
ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal
sesu:j dcnga.r.l harkat dan martabat kemanusiaan, serta
men_ apat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan

ﬁntﬁk dltgrima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu
mendapatkan jaminan rasa aman.
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

yang berusia 0 (nol) sampai dengan

ak Balita adalah Anak
i dalam tahap awal perkembangan

5 (lima) tahun, berada
manusia.
Anak Usia Sekolah a

sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
g tidak terpenuhi kebutuhan

serta pelayanan sandang,
idikan, fisik, maupun sosial

dalah Anak yang berusia 6 (enam)

Anak Terlantar adalah Anak yan
bimbingan mental dan agama
pangan, papan, kesehatan, pend
secara wajar.

Anak yang menjadi korban tindak Kekerasan a'adalah .hpak
yang mengalami perlakuan salah seperti diamaya, dihina,
yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial Anak.
Perlakuan salah terhadap anak adalah semua bentuk
kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang
seharusnya bertanggung jawab dan/atau mereka yang
memiliki kuasa atas anak, yang seharusnya dapat dipercaya
yaitu orang tua, keluarga dekat, guru, pembina, aparat
penegak hukum, pengasuh dan pendamping (World Health
Organization).

Anak dalam situasi darurat adalah Anak yang berada dalam
situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti
Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi,
Anak korban bencana alam dan Anak dalam konflik
bersenjata.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak vang
berkonflik dengan hukum, Anak korban tindak pidana, dan
Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak komunitas adat terpencil adalah Anak yang hidup
dalam situasi keterpencilan di mana mereka tidak dapat
mengakses kebutuhan dasar.

Anak yang tereksploitasi ekonomi adalah Anak yang dipaksa
dan/atau ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau
orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.

Anak yang tereksploitasi seksual adalah penggunaan Anak
untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam
bentuk lain antara Anak, pembeli jasa seks, perantara atau

agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari
perdagangan seksualitas Anak tersebut.

Anak yang menjadi korban penyalahgunaan Napza adalah
Afmk yang menderita ketergantungan terhadap Napza yang
dmcb_\a'hkan oleh penyalahgunaan Napza, baik atas kemauan
sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.

Anak yang berkebutuhan khusus adalah Anak yang

1:mﬂ:1g:a]ﬂ.:;:l:;:;1 hambatan fisik dan/atau mental mengganggu
pertu an dan perkemban i tahap
AR Anp:k ; gannya sesuai dengan P



28.

29,

30.

31.

32.

33.

34.

35.

alah adalah Anak yang mendapat

erlakuan s
Anak korban p dengan hak-hak Anak.

perlakuan yang tidak sesuai e
Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memil

batas wilayah yang berwenang untu}f mengatur d]zlt
mengurus urusan Pemerintahan, kepenlingan Mas:jara -
setempat, berdasarkan prakarsa Mas;.farakat,. hak ast du;-, n;
dan/atau hak tradisional yang diak‘u1+ dan dthm.'matl ala
sistem Pemerintahan Kesatuan Repu blik Indonesia.

Anak yang membutuhkan perlindungan Khusus adalah Anak
dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan
hukum, Anak dari komunitas adat terpencil, Anak vyang
tereksploitasi secara ekonomi dan/atau sieksual,. Anak
korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, pmkﬂtmpllfa dan
zat aktif lainnya (Napza), Anak korban penculikan, penjualan
dan perdagangan, Anak korban Kekerasan fisik dan/atau
psikis, Anak yang berkebutuhan khusus, dan Anak korban
perlakuan salah dan penelantaran.

Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan
yang memenuhi salah satu atau lebih unsur perekrutan,
pengiriman, penyerahterimaan Anak dengan menggunakan
Kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan,
penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan
posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan
dan/atau berakibat mengeksploitasi Anak.

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib
dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga,
Masyarakat, pemerintah /Pemerintah Daerah, dan negara.

Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus

dilaksanakan oleh Anak sesual dengan fungsi dan peran
Anak.

Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah
lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh
Masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan
hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi
Masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan
Sosial (UKS).

Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat
LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota
Masyarakat warga negara Indonesia, secara sukarela atas
kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang
usahs: kesejahteraan  sosial yang ditetapkan oleh
organisasi/lembaga, sebagai wujud partisipasi Masyarakat
dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan

Masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara
swadaya. |












BAB V
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawa.h +da]am upaya
memberikan Perlindungan Perempuan meliputi:

a.

b.

menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan, program
dan kegiatan Perlindungan Perempuar;

melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak
Kekerasan terhadap Perempuarn,

melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak Pidana
perdagangan orang;

meningkatkan efektivitas layanan terhadap Perempuan
dan Anak korban tindak kekerasan,

meningkatkan upaya perlindungan terhadap tenaga kerja
Perempuan;

menguatkan dan mengembangkan lembaga penyediaan
layanan perlindungan tenaga kerja Perempuan;
menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia
layanan Perlindungan Perempuan;

melakukan kerja sama dengan pemerintah, Pemerintah
Daerah, Pemerintah Daerah lainnya, pihak swasta, dunia
usaha, dan/atau lembaga swadaya Masyarakat dalam
upaya pencegahan terjadinya tindak Kekerasan terhadap
Perempuan; dan

melibatkan peran aktif keluarga, pemuka agama,

Masyarakat dan lembaga bidang Perlindungan
Perempuan.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan Perempuan
dalam bentuk:

a. pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan;

b. penyediaan layanan bagi Perempuan korban Kekerasan yang
memerlukan koordinasi tingkat Daerah; dan

c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
Perlindungan Perempuan.
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(2) Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)

(1)

(2)

melalui Perlindungan Hak Anak.

Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman
dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 126).

Bagian Kedua
Pelaksanaan Perlindungan Anak

Pasal 22

Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, Masyarakat dan orang
tua/keluarga berkewajiban memberi Perlindungan Anak

yang terdiri atas:
a. Anak dalam kandungan;
b. Anak Balita;
c. Anak Usia Sekolah;
d. Anak Terlantar dan jalanan; dan
€. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus.
Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. kebijakan, program, dan mekanisme tentang:
1. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan, dan
pengembangan sistem informasi data Anak;
2. penanganan secara terpadu untuk Anak vang

menjadi  korban kekerasan, perlakuan salah,
eksploitasi dan penelantaran;

3. jaminan pemenuhan hak setiap Anak yang menjadi
korban kejahatan, kekerasan, perlakuan salah,
eksploitasi dan penelantaran meliputi:

a) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
b) kelangsungan layanan pendidikan:
¢) layanan psikososial; dan
dj layanan bantuan hukum.
4. penyelenggaraan dukungan keluarga meliputi:
a) konseling;
b) pendidikan pengasuhan Anak:;
¢) mediasi keluarga; dan
d) dukungan ekonomi.
b. meningkatkan kesadaran dan sikap Masyarakat melalui
sosialisasi, edukasi, dan informasi mengenai:

l. Hak Anak, Perlindungan Anak, pencegahan
perkawinan usia anak dan pengasuhan Anak; dan







(1) Pengidentifikasian dan penerimaan

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

d. rehabilitasi meliputi:
1. layanan pemulihan kesehatan;
2. layanan pemulihan psikososial; dan
3. bantuan pendampingan hukum/saksi ahli.
e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca

rehabilitasi.

Pasal 24

pengaduan/laporan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a

meliputi:

a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah
Perlindungan Anak;

b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan /laporan yang
diterima mengenai masalah Perlindungan Anak; dan

¢. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan, dan rencana
penanganan.

SKPD yang membidangi urusan Perlindungan Anak harus

mengidentifikasi masalah dan menerima pengaduan/

laporan,

Pasal 25

Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (2) huruf b dilakukan apabila berdasarkan hasil
identifikasi diketahui keselamatan Anak terancam.

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara memindahkan Anak dari situasi dan lingkungan
yang mengancam.

SKPD yang membidangi Perlindungan Anak harus
melakukan tindakan penyelamatan dan berkoordinasi
dengan Aparat Kepolisian/Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 26

Penempatan Anak di rumah i
+ : perlindungan sementara
secbagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c

:ﬂa;:kukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui
wa’

a. keselamatan Anak terancam;
b. Anak tidak memiliki keluarga/pengasuh atau wali; dan

c. :Tk tidak dapat dipersatukan dengan
cluarga/pengasuh/wali dan/atau Masyarakat.



sl

(2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dalam waktu tertentu selama Anak mendapatkan la}ranan
pemulihan dan/atau hingga kﬂluargafpcngasmfw'ah dinilai
memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi Anak.

(3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anak
mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan

pendampingan psi kososial.
(4) SKPD yang membidangi urusan sosial
menyelenggarakan rumah perlindungan sementara.

harus untuk

Pasal 27

(1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d angka 1 meliputi:
a. layanan gawat darurat;

b. memberikan visum et reperturm atau visum psikiatricum
atas permintaan atau keterangan polisi;

c. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan dan/atau rawat
inap sesuai dengan ketentuan medis; dan

d. memberikan rujukan lanjutan sesuai dengan keadaan
dan kondisi korban.

(2) SKPD yang membidangi urusan kesehatan harus untuk
menyelenggarakan layanan pemulihan kesehatan.

Pasal 28

(1) Layanan pemulihan psikososial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d angka 2 meliputi:
a. konseling;
b. terapi psikososial;
c. bimbingan mental dan spiritual; dan
d. pendampingan.

(2) SKPD yang membidangi urusan sosial harus untuk
menyelenggarakan layanan pemulihan psikososial .

Pasal 29

I - = ] ]'
In -

4. memastikan Anak didampingi oleh pendamping hukum; dan

b. memfasilitasi pendampingan kepada Anak korban
kekmn, baik pada proses pemeriksaan di sidang
pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.






pemberian ASI yang sempurna,
pemberian makan bergizi dan imunisasi dasar yang

lengkap;

pemberian pelayanan
dan pola asuh Anak;

program tumbuh kembang Anak

d. penyediaan tempat penitipan Anak;

f.

(2) Perlindungan Anak Balita dapat dilaksanakan melalui

penyediaan tempat bermain; dan
penyediaan ruangan khusus menyusui pada tempat

tertentul.
model

PSTPA dan kelompok bermain. .
(3) PSTPA dan/atau kelompok bermain sebagaimanal dlrr{aksud
pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

.

C.

telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari SKPD
terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;

memiliki sumber daya manusia dan sumber dana yang
memadai untuk mengelola PSTPA dan/atau kelompok
bermain; dan

memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan pedoman
pelayanan di PSTPA dan/atau kelompok bermain.

(4) Perlindungan Anak Balita dapat dilaksanakan jika dalam
kondisi khusus atau urgen.

Bagian Keenam
Perlindungan Anak Usia Sekolah

Pasal 34

(1) Perlindungan Anak Usia Sckolah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (1) huruf ¢ meliputi:

4.

mendapatkan perhatian dan bimbingan dari guru
dan/atau pembimbingnya tanpa diskriminasi:

mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;
mendapat bimbingan agama di sekolah dan di
lingkungan Masyarakat;

mendapat  pelayanan pencegahan, perawatan dan
rehabilitasi kesehatan;

mendﬁpat pendidikan wajib belajar paling singkat 9
(sembilan) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah

menengah atas yang didukung oleh lingkun yang
ramah dan kondusif; Ry

mendapatkan jaminan pendidikan;
mendapatkan bimbingan dan konseling; dan

menyediakan tempat bermain dan berolah raga yang
memadai.






secara ekonomi dan/atau seksual;

aan Napza termasuk ngelem
mbulkan efek halusinasi dan

d. Anak yang tercksploitasi
Anak korban pen}ralahgunr
beraroma yang dapat mernl
sejenisnya;

Anak korban penculikan, penju
Anak korban Kekerasan fisik dan Jatau psikis;
Anak yang berkebutuhan khusus; dan

Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

alan, dan perdagangan;

Fmoo

Paragraf 1 ;
Anak Dalam Situasi Darurat dan Daerah Konflik

Pasal 37

Perlindungan Khusus bagi Anak dalam situasi darurat dan
Daerah konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a
berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas:

pelayanan sosial dasar;

pendidikan;

bimbingan agama;

pelayanan kesehatan;

konseling psikologi dan/atau psikoterapi;

bantuan hukum; dan

kegiatan rekreatif dan edukatif.
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Paragraf 2
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pasal 38

(1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b
meliputi Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak
korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung
jawab  Pemerintah  Daerah, Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan, Orang Tua, Keluarga dan Masyarakat.

(2) Penanganan Anak yang berhadapan dengan proses hukum

dan  pelaksanaan  putusan Hakim  harus tetap
mengedepankan Hak Anak.

(3) Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan
hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui:

a. perlakuan atas Anak secara manusiawi sesuai dengan
martabat dan Hak Anak:

b. penyediaan petugas pendamping khusus Anak scjak dini;
¢. penyediaan sarana dan prasarana khusus;




d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang
terbaik bagi Anak;

e. pemantauan dan pencat
perkembangan Anak yang berhadapan dengan hukum;

{. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan
dengan orang tua atau keluarga; dan

g. perlindungan dari pemberitaan ident
massa dan untuk menghindari labelisasi.

(4) Dalam hal seorang Anak yang berhadapan dengan h}akum,
aparat penegak hukum tidak melakukan pemeriksaan
Jjusticia Anak tanpa sepengetahuan orang tua atau wali, dan
dilakukan dengan:

a. upaya rehabilitasi melalui lembaga khusus untuk
kepentingan terbaik bagi Anak;

b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui
media massa dan untuk menghindari labelisasi;

c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan
saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan

d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi
mengenai perkembangan perkara.

atan terus menerus terhadap

itas melalui media

Paragraf 3
Anak Dari Komunitas Adat Terpencil

Pasal 39

(1) Perlindungan Khusus bagi Anak dari komunitas adat
terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c
dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk
dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan
melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan
bahasanya sendiri.

(2) Setiap orang dan/atau pihak mana pun dilarang
menghalang-halangi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan
melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan
bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan
Masyarakat dan budaya.

‘ Paragraf 4
Anak yang Tereksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual

Pasal 40

(1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara
ckonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 huruf d dilakukan melalui:




pencegahan  dan  pengawasan bagi Ana]f }rﬂing
dimanfaatkan oleh pihak tertentu sebagai objek
eksploitasi;

b. menycbarluaskan  dan/atau sosialisasi  peraturan
perundang-undangan yang, berkaitan deng,an_
Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi
dan/atau seksual,

¢c. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan

d. melibatkan berbagai instansi pemerintah, perusahaan,
serikat  pekerja, LSM, dan Masyarakat dalam
penghapusan eksploitasi terhadap Anak.

(2) Setiap orang dan/atau pihak mana pun dilarang melakukan
eksploitasi ckonomi dan/atau seksual terhadap Anak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5
Anak Korban Penyalahgunaan Napza Termasuk Ngelem
Beraroma dan Sejenisnya yang dapat Menimbulkan Efek
Halusinasi dan Sejenisnya

Pasal 41

(1) Perlindungan Khusus bagi Anak korban penyalahgunaan
Napza termasuk ngelem beraroma dan sejenisnya yang dapat
menimbulkan efek halusinasi dan sejenisnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, dan terlibat dalam
pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui
upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi
oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

(2) Setiap orang dan/atau pihak mana pun dilarang dengan
sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh
melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, produksi dan
distribusi Napza, Lem beraroma dan sejenisnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6
Anak Korban Penculikan, Penjualan dan Perdagangan

Pasal 42

(1) Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan,
penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 huruf [ dilakukan melalui upaya pengawasan,
perlindungan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi dan
reintegrasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan upaya pencegahan sebagai dimaksud

pada ayat (1) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Masyarakat, LSM dan

Orsos mengambil langkah berupa:

-




an sosialisasi dan/atau kampanye tentang

A laksanak
a melaKsan penghapusan praktﬂ{

pencegahan, penanggulangan dan
Perdagangan Analk;

b. melaksanakan kerja sama dengan Daerah lain maupun
dengan negara lain melalui kerja sama bilateral atau
multilateral sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(3) Perlindungan bagi Anak korban Perdagangan Anak
dilaksanakan melalui Rumah Singgah dan/atau Lembaga
Perlindungan Anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga
pemerintah atau Masyarakat,

(4) Setiap Anak korban penculikan, penjualan dan perdaganggn,
berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik,
psikis dan reintegrasi di lingkungan keluarga maupun
Masyarakat.

Paragraf 7 -
Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis

Pasal 43

(1) Setiap Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g memperoleh
pelayanan rehabilitasi baik fisik maupun psikososial.

(2) Bentuk perlindungan bagi Anak korban tindak Kekerasan
berupa pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan
agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog dan/atau
psikoterapi, bantuan hukum, kegiatan rekreatif, edukatif dan
pemberdayaan orang tua dari Anak korban tindak
kekerasan.

(3) Setiap orang dan/atau pihak mana pun dilarang melakukan
tindakan Kekerasan terhadap Anak.

Paragraf 8
Anak Yang Berkebutuhan Khusus

Pasal 44

(1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang berkebutuhan khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h dilakukan
melalui upaya:

a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan
martabat dan Hak Anak;

b. pemenuhan kebutuhan khusus; dan

c. memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak lainnya

untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan
pengembangan individu,

(2) Setiap orang dan/atau pihak mana pun dilarang
memperlakukan  Anak berkebutuhan khusus secara













BAB XII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 51

(1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menguatkan
partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan dalam bentuk:

sosialisasi;

advokasi;

penyuluhan;

pembinaan;

pengawasan;

fasilitasi;

pelayanan,;
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kajian;
pelatihan;

-
-

j. permodalan; dan
k. penyediaan sarana prasarana.
(3) Penguatan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
a. penguatan kerja sama;
b. penguatan kapasitas kelembagaan pencegahan dan

layanan dari Masyarakat, pesantren dan dunia usaha;
dan

c. dukungan pembiayaan.

Pasal 52

(1) Dunia usaha memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2) Bentuk tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. bantuan pembiayaan kepada lembaga layanan;
b. pemberdayaan;

c. peningkatan kapasitas;

d. media publikasi dan informasi;

“e. penyediaan sarana prasarana;

an kelembagaan khusus untuk pencegahan
an pengaduan kekerasan; dan

ial yang tidak mengikat.



Pembiayaan pemberdayaan Perem

dalam ‘
pendapatan dan belanja Da

tidak mengikat
undangan dengan memper

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 53

puan dan Perlindungan Anak

Peraturan Daerah ini dibebankan pada anggaran
erah dan sumber lain yang sah dan

sestiai ketentuan peraturan perundang-
timbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 54

Setiap orang dilarang :

a.

memperlakukan Perempuan dan Anak secara diskriminatif
yang mengakibatkan Perempuan dan Anak mengalami
kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat
fungsi sosialnya;

memperlakukan Perempuan dan Anak penyandang
disabilitas secara diskriminatif;

menempatkan, membiarkan, melibatkan, —menyuruh
melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan
penelantaran;

. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh

melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak;

melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa
Perempuan dan Anak melakukan persetubuhan dengannya
atau dengan orang lain;

melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,
melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian
kebohongan, atau membujuk Perempuan dan Anak untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

menempatkan, membiarkan, melakukan yuruh
mclﬁkukan atau  turut serta melakukar; p:-:nuhkan
penjualan dan/atau perdagangan Perempuan dan Anak: '
menghalang-halangi Perempuan dan Anak untuk menikmati
budayanya sendiri mengakui dan melaksanakan ajaran

€xonomi dan/atau seksual terhadap Perempuan dan Anak;

J'il]:.k dalam penyalahgunaan, serta produksi
narkotika dan/atau psikotropika; dan/atau

i




k. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan,
. A melibatkan  Perempuan dafl {’lnak dal
pcﬁv.alﬂhgunann, gerta produksi dan distribusi alkohol dan

zat adiktif lainnya.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan
penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan mf.rncliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen
lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana;

g menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
S sebagaimana dimaksud pada

h. memotret ;
pidana: Cran@ yang berkaitan dengan tindak

I memanggil orang untuk dide
ST I ngar keterangannya dan
diperiksa scbagai tersangka atau saksi:

i menghentikan penyidikan;
melakukan ti 5
tndakan lain yang perlu untuk kelancaran

yidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku
: w |
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q

it




Indonesia sesuai dengan

Penyidik Polisi Negara Republik
ang-Undang Hukum Acara

ketentuan yang diatur dalam Und
Pidana.
BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 56

ketentuan sebagaimana
t (3), Pasal 39 ayat
yat (3},

(1) Setiap orang yang melanggar
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan aya
(2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (2}, Pasal 43 a :
pasal 44 ayat (2) dan Pasal 54, dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah
mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di
Daerah yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku,
maka:

a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori
I; dan

b. pidana denda kategori | sebagaimana dimaksud pada huruf a
sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59




Pasal 60

Xiw - iR :
Peraturan Daerah ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkaf di Batulicin
pada tan 1] 28 Depember 723
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada ta 28 D sember 2023

KABUPATEN TANAH BUMBU,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU. PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (12-116/2023)
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

UMUM

Dalam rangka mewujudkan Perempuan vang berkemampuan secara
fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar siap
didayagunakan, serta upaya untuk melindungi Perempuan dan Anak dari
segala tindakan Kekerasan guna mencapai tujuan kesejahteraan melzalui
sebuah peraturan Daerah yang dapat menjadi acuan bagi semua pihak
terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Penyusunan peraturan Daerah tentang Pemberdayvaan Perempuan
dan Perlindungan Anak mempunyai maksud dan ftujuan sebagai
pelaksanaan otonomi Daerah vyang seluas-luasnya maka sektor
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah salah satu
sektor yang cukup penting diurus dan diatur dalam rangka mewujudkan
Perempuan yang berkemampuan secara fisik, mental, spiritual, sosial,
pengetahuan, dan keterampilan agar siap didayagunakan, serta upava
untuk melindungi Perempuan dan Anak dari segala tindakan Kekerasan
guna mencapai tujuan kesejahteraan melalui sebuah rancangan peraturan
Dacrah yang dapat menjadi acuan bagi semua pihak terkait Pemberdavaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pembentukan peraturan Daerah ini berdasarkan asas pembentukan
peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan
peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan meningkatkan upaya
Perlindungan hak Perempuan, pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan
Khusus Anak dan meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan dunia
usaha, media serta Masyarakat dalam upaya Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak. Adapun materi pokok yang terkandung di dalam
batang tubuh Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan
dan Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi:

a. Pemberdayaan Perempuan;

b. Perlindungan Perempuan;
€. Perlindungan Anak:

d. rumah aman;

e.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh pemerintah

I kualitas keluarga,
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Im.

kerpa sama,

. penghargaan;

p“rtiﬂipnﬁi Mlm}rurnkul;
pemblayaan;

larangan;

ketentuan penyidikan; dan

ketentuan pidana.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan ‘penghormatan hak asasi manusia”
adalah bahwa perlindungan dan pemberdayaan perempuan
dilakukan sebagai wujud dari penghormatan hak-hak
perempuan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah salah satu
hak asasi sebagai manusia, hak untuk hidup secara terhormat,
bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan
hidup tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki, perempuan
pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah sikap dan
perlakuan terhadap Anak dengan tidak melakukan pembedaan
atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar
golongan, dan kondisi Anak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadilan dan kepastian hukum”

adalah bahwa dalam menyclenggarakan perlindungan dan

pemberdayaan perempuan didasarkan Pada keadilan dan
kepastian hukum persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah memberikan
manfaat yang seluas-luas bagi anak dan perempuan untuk

kepentingan masyarakat , bangsa dan negara.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “partisipatif’ adalah bahwa setiap
anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam
proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan
anak dan pemberdayaan perempuan, baik secara langsung
maupun tidak langsung,

Huruf g
Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik bagi Anak”
adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut Anak
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tun}ktluarm,
dan Masyarakat, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak
harus menjadi pertimbangan utama,

r
















